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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pajak merupakan kekayaan yang potensial yang dimiliki oleh setiap daerah 

dan hampir seluruh daerah di Indonesia menggali potensi pendapatan daerahnya 

dengan pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah 

daerah yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pembangunan. 

Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat untuk menyelenggarakan 

pemerintahan berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan 

kenegaraan. Undang-undang yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah adalah Undang-undang No. 28 Tahun 2009.  

Peraturan ini menyatakan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada 

daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat (Adiputra, 

2017).Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang 

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 

umum (Mardiasmo, 2011). 

Dominasi ㅤpajak ㅤsebagai ㅤsumber ㅤpenerimaan ㅤmerupakan ㅤsatu ㅤhal ㅤyang  

ㅤsangat  ㅤwajar, ㅤterlebih ㅤketika ㅤsumber ㅤdaya ㅤalam, ㅤkhususnya ㅤminyak ㅤbumi ㅤtidak  
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ㅤbisa ㅤlagi ㅤdiandalkan. ㅤPenerimaan ㅤdari ㅤsumber ㅤdaya ㅤalam ㅤmempunyai ㅤumur ㅤyang  

ㅤrelatif ㅤterbatas, ㅤsuatu ㅤsaat  ㅤakan ㅤhabis ㅤdan ㅤtidak ㅤbisa ㅤdiperbaharui.  ㅤHal ㅤini 

ㅤberbeda ㅤdengan ㅤpajak, ㅤsumber ㅤpenerimaan ㅤini ㅤmempunyai ㅤumur ㅤtidak ㅤterbatas, 

ㅤterlebih ㅤdengan ㅤsemakin ㅤbertambahnya ㅤjumlah ㅤpenduduk ㅤ(Rantung ㅤdan ㅤAdi,  

ㅤ2009). ㅤTarget  ㅤtersebut  ㅤkemungkinan ㅤakan ㅤterus ㅤmeningkat  ㅤditahun-tahun 

ㅤmendatang, ㅤmengingat  ㅤadanya ㅤprogram ㅤpemerintah ㅤsejak ㅤ2014 ㅤuntuk 

ㅤmempercepat  ㅤpertumbuhan ㅤperekonomian, ㅤterutama ㅤdi ㅤIndonesia ㅤTimur ㅤyang  

ㅤmembutuhkan ㅤanggaran ㅤbesar. ㅤBelum ㅤlagi ㅤpermasalahan ㅤterkait  ㅤskandal ㅤpajak  

ㅤyang ㅤmelibatkan ㅤaparat  ㅤpajak ㅤakhir-akhir ㅤini ㅤmungkin ㅤakan ㅤmenyebabkan 

ㅤsemakin ㅤrendahnya ㅤpenerimaan ㅤperpajakan. 

Adanya ㅤberbagai ㅤmasalah ㅤperpajakan ㅤpada ㅤsaat  ㅤini, ㅤterutama ㅤyang  

ㅤdisebabkan ㅤoleh ㅤperilaku ㅤkorupsi ㅤaparat  ㅤpajak, ㅤdikhawatirkan ㅤakan  

ㅤmenyebabkan ㅤkeengganan ㅤmasyarakat  ㅤuntuk ㅤmembayar ㅤpajak. ㅤMaka, ㅤdiperlukan  

ㅤsebuah ㅤstudi ㅤtentang ㅤfaktor ㅤ– ㅤfaktor ㅤyang ㅤdapat  ㅤmempengaruhi ㅤkepatuhan ㅤwajib  

ㅤpajak. ㅤRendahnya ㅤtingkat  ㅤkepatuhan ㅤmembayar ㅤpajak ㅤmenjadi ㅤsalah ㅤsatu  

ㅤpenyebab ㅤbelum ㅤoptimalnya  ㅤpenerimaan ㅤpajak ㅤdi ㅤIndonesia. ㅤKepatuhan ㅤwajib  

ㅤpajak ㅤdalam ㅤmembayar ㅤpajak ㅤseharusnya ㅤmerupakan ㅤposisi ㅤstrategis ㅤdalam 

ㅤupaya ㅤpeningkatan ㅤpenerimaan ㅤnegara ㅤdari ㅤsektor ㅤpajak. 

Upaya ㅤyang ㅤdilakukan ㅤuntuk ㅤmeningkatkan ㅤpenerimaan ㅤnegara, ㅤmaka 

ㅤDirektorat  ㅤJendral ㅤPajak  ㅤ(DJP) ㅤmelakukan ㅤreformasi ㅤperpajakan ㅤsecara 

ㅤmenyeluruh. ㅤBegitu ㅤbesarnya ㅤperan ㅤpajak ㅤdalam ㅤpenerimaan ㅤnegara, ㅤpemerintah 

ㅤsudah ㅤseharusnya ㅤmemaksimalkan ㅤpendapatan ㅤnegara ㅤdari ㅤsektor ㅤpajak. ㅤSalah 

ㅤsatu ㅤcara ㅤpemerintah ㅤuntuk ㅤmemaksimalkan ㅤpendapatan ㅤnegara ㅤdari ㅤsektor ㅤpajak  
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ㅤyaitu ㅤmulai ㅤdiberlakukannya  ㅤsistem ㅤpemungutuan ㅤpajak  ㅤself ㅤassessment  ㅤsystem 

ㅤsejak  ㅤreformasi ㅤperpajakan ㅤpada ㅤtahun ㅤ1983 ㅤsebagai ㅤpengganti ㅤdari ㅤofficial 

ㅤassessment  ㅤsystem ㅤ(Kusuma, ㅤ2016). ㅤKendati ㅤdemikian ㅤada ㅤkelemahan ㅤdalam 

ㅤpenerapan ㅤself ㅤassesment  ㅤsystem ㅤyaitu, ㅤbahwa ㅤtidak ㅤsemua ㅤwajib ㅤpajak ㅤyang  

ㅤtentunya ㅤmengerti ㅤmengenai ㅤaturan ㅤperpajakan ㅤyang ㅤberlaku ㅤdi ㅤIndonesia ㅤyang  

ㅤdinamikanya ㅤterus ㅤterjadi. ㅤDi ㅤsisi ㅤlain ㅤself ㅤassessment  ㅤsystem ㅤsecara ㅤtanggung  

ㅤjawab ㅤakan ㅤmembuat  ㅤwajib ㅤpajak ㅤwajib ㅤmemahami ㅤketentuan ㅤyang ㅤberlaku  

ㅤdalam ㅤaturan ㅤperpajakan ㅤIndonesia ㅤ(Ester, ㅤ2017). 

Self  ㅤAssessment ㅤSystem ㅤmengharuskan ㅤwajib ㅤpajak  ㅤuntuk ㅤmendaftar,  

ㅤmenghitung, ㅤdan ㅤmembayar ㅤserta ㅤmelaporkan ㅤsendiri ㅤjumlah ㅤpajak  ㅤterutang  

ㅤyang ㅤmenjadi ㅤkewajiban ㅤmereka. ㅤSelf  ㅤAssessment ㅤsystem ㅤmenuntut  ㅤadanya 

ㅤperubahan ㅤsikap  ㅤ(kesadaran) ㅤwarga ㅤmasyarakat  ㅤwajib ㅤpajak ㅤuntuk ㅤmembayar  

ㅤpajak ㅤsecara ㅤsukarela  ㅤ(voluntary ㅤcompliance). ㅤKepatuhan ㅤmemenuhi ㅤkewajiban 

ㅤpajak ㅤsecara ㅤsukarela  ㅤmerupakan ㅤtulang  ㅤpunggung  ㅤdari ㅤSelf  ㅤAssessment ㅤSystem.  

ㅤSalah ㅤsatu ㅤkendala ㅤyang  ㅤdapat  ㅤmenghambat  ㅤkeefektifan ㅤpengumpulan ㅤpajak  

ㅤadalah ㅤkepatuhan ㅤwajib ㅤpajak ㅤ(tax ㅤcompliance). ㅤKepatuhan ㅤwajib ㅤpajak ㅤyaitu  

ㅤbagaimana ㅤsikap ㅤdari ㅤseorang ㅤwajib ㅤpajak ㅤyang ㅤmau ㅤdan ㅤmelaksanakan 

ㅤkewajiban ㅤperpajakan ㅤyang ㅤada. ㅤPemberian ㅤNPWP ㅤ(Nomor ㅤPokok ㅤWajib ㅤPajak)  

ㅤoleh ㅤDirjen ㅤPajak  ㅤdiharapkan ㅤwajib ㅤpajak  ㅤdapat  ㅤmematuhi ㅤhak ㅤdan 

ㅤkewajibannya. 

Terdapat beberapa faktor - faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib 

Pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

konservatisme, penelitian Santika (2015) tentang kepatuhan wajib pajak 



4 
 

 
 

mendapatkan hasil kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Penelitian Tiraada (2013) kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Akan tetapi berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Primasari (2016) 

mendapatkan hasil kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Jatmiko (2006) menjelaskan bahwa kesadaran adalah keadaan mengetahui atau 

mengerti. meningkatnya kesadaran akan menumbuhkan motivasi wajib pajak 

dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Alifa, 2011). 

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan mendapatkan 

hasil penelitian yang berbeda yaitu penelitian yang dilakukan oleh Santika (2015) 

mendapatkan hasil sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Penelitian Rahayu (2017) juga mendapatkan hasil sanksi pajak berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Tiraada (2013) mendapatkan hasil 

sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi berbeda 

dengan hasil penelitian yang dilakukan Winerungan (2013) mendapatkan hasil 

sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan 

merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

yang akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan 

alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan 

(Mardiasmo, 2011). 

Kemudian faktor lainnya yang mengacu pada penelitian yang dilakukan 

oleh Adiputra (2017) kualitas pelayanan merupakan salah satu cara untuk 

meningkatkan pendapatan pemerintah melalui pajak, Pelayanan fiskus adalah 

pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai 
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kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah 

ditetapkan, (Rahayu, 2017). 

Berdasarkan dari fenomena dan research gap, diatas maka peneliti 

mengambil judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan 

Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi di Budi Santoso 

Consulting Kantor Konsultan Pajak di Kota Semarang” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat diketahui 

bahwa masalah yang dihadapi rendahnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi di 

Kota Semarang dan adanya perbedaan hasil penelitian yang satu dengan yang 

lainnya mengenai sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib 

pajak. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan bagaimana pengaruh yang 

sebenarnya kesadaran, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan wajib pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Dari permasalahan tersebut, maka pertanyaan penelitian 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? 

2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? 

3. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak? 

 



6 
 

 
 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian yang dilakukan pada Kantor Konsultan Pajak di Kota 

Semarang sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak. 

2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib 

pajak. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Kegunaan penelitian yang dilakukan pada Kantor Konsultan Pajak di 

Kota Semarang sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan 

konsultan pajak untuk segala informasi yang berhubungan dengan 

kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan dan sebagai 

upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

2. Bagi Akademik  

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas jaringan kerjasama antara 

akademisi dengan perusahaan terkait guna menambah wawasan dan 

pengetahuan mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan 

wajib pajak. 

3. Bagi Penulis 
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Sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan setelah 

terbukti secara ilmiah melalui hasil penelitian ini, bahwa pengaruh antara 

variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      


